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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR (”’1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan pasal 4 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88
Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, periu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan
tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

1,

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negra Republik
Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Normor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
penyelanggaraaan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2022 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Banggai Kepulawan Nomor 15 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kera
Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun
2018 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor
48);

9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 58 Tahun
2018 tentang Piagam Audit Internal (Berita Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 58);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun
2019 tentang petunjuk pelaksanaan atas peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan System
Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 11);

1. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dan
pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawas Inspektorat.



KETIGA

KEEMPAT

Program penyelenggaraan pengawasan atau disebut Program
Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat PKPT
Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2023, yang terdiri dari :

a.

Sub program penyelenggaraan pengawasan internal vang
terdiri dari kegiatan, yaitu :

pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;

pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;

reviu laporan kinerja;

reviu laporan keuangan; dan

monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia
dan Tindak lanjut Hasil Hasil Pemeriksaan APIP.

Sub. Program pengawasan dengan tujuan tertentu yang
terdiri dari kegiatan, yaitu pengawasan dengan tujuan
tertentu.

b N -

Ruang Lingkup Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Tahun Anggaran 2022, meliputi :

a.
b.
c.

d.

£.

h.

L

J-

Audit Kinerja;

Audit dengan tujuaan tertentu;

Audit Invenstigasi dan audit laporan/pengaduan
masyarakat;

Probity audit;

Pemeriksaan Serentak Kas Opname;

Kegiatan Reviu meliputi:

1. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Reviu Standart Satuan Harga (SSH);

3. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);

4. Reviu Analisis Standart Belanja (ASB);

5. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja
Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah;

6. Reviu Kinerja;

7. Reviu Promosi, Rotasi dan Mutasi Aparat Sipil Negara

(ASN);

8. Reviu atas kepatuhan Pengelolaan BMD;

9. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah semesteran (I
dan [I);

10. Reviu Sakib;

11. Reviu LPPD;

12. Reviu Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa;

13. Reviu Dana Alokasi Khusus); dan

14. Serta kegiatan reviu lainnya.

Evaluasi Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP/LAKIP);

Evaluasi Kegiatan Pengadaan barang dan jasa;

Evaluasi Fisik OPD;

Pemantauan, monitoring dana evaluasi tindak lanjut
Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat,
Tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
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KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

k. Penegakan integritas meliputi pembinaan Kepala Desa dan
Bendahara Desa, Pembinaan Kepala Sekolah dan Bendahara
Sekolah, bimbingan teknis penilaian maturitas, bimbingan
teknis penyusunan program kerja Pembinaan dan
Pengawasan Tahunan, asasmen peningkatan level aparat
pemeriksaaan intern Pemerintah dan koordinasi pengawasan
pungutan liar.

Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
Bupati Banggai Kepulauan yang diserahkan kepada Inspektur
Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana
tercantum dalam Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter)
dan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten
Banggai Kepulauan.

Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagai usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk
mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraaan
Pemerintahan Daerah.

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2023, Sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai
dengan 31 Desember 2023.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal Wart 207%
Pj. BUPATI BAN KEPULAUAN,

de BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BPKP Provinsi Sulawesi Tengah di Palu; dan
2. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR (24 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN

INSPEKTORAT

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

SUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN ( PKPT ) INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO

KEGIATAN /8UB. KEGIATAN

UNIT KERJA PELAKSANA

FOKUS

SASARAN

2

3

4

5

4,

6.

Reviu RKA

|Reviu DAK

|Reviu P3DN

Reviu RKPD

Reviu LKPD

Revin LAKIP

Inspektur Pembantu Wilayah 1

.,_aa_unr_:,.. Pembantu Wilayah [V

Inspekiur Wmﬁmmnﬁp_ém@.mw v

Inspektur Pembantu Wilayah 11

Inspekiur Pembantu Wilayah |

Inspektur Pembantu Wilayah I

Rencana Kerja Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah

Laporan Kinerja A mm&&

Laporan Kinerja ( Reviu)

,—Nmmpnm:mm: akhir rencana kerja

pemerintah daerah

laporan Keuangan

_rmﬁo..m:.. Kinerja | Reviu)

a.  Pengujian konsistensi/keselasarasan rencana keria
anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan

_|b Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja

a) pendapatan Daerah
bjbelanja daerah ; dan
cj pembiayaan daervah

- dengan indikator dan target kinerja yang telah
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang
rencana kerja perangkat daerah

Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja
bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas

|Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja

bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas

a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana
kerja perangkat daerah dengan rencana kerja

b pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada

€. pengujian aras kesesuaian indikator dan target kinerja
Memberikan keyvakinan secara terbatas atas laporan
keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus
dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai
dengan standart akuntansi pemerintahan ; khususnya
terhadap pengelolaan kas daerah , persedian dan
pencataran piuteang ,
Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja
bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas




10,

|Revin waﬁ. B

1- q.mﬂwm Kelola Aset

Reviu LPPD

Reviu 88H, SSB dan SBU

Reviu Tata Kelola terhadap MCP KPK
terdiri dari :

- Tata Kelola Manajemen ASN

Tata Kelola Pajak dan Retribusi Pajak

Inspekiur

qaumx.. ktur

Inspektur

Inspektur

- —:uﬂm‘ fetur

Tl Inspektur

Inspektur

Pembantu Wilayah 111

Pembantu Wilayah 111

Pembantu Wilayah 11

m_w!_uﬂac‘&wmzmr I .m\m w

.,_..unB_ESE W mﬁ%m._u 1

Pembantu ﬂ..memb I

Pembantu Wilayah 111

Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Huﬁaqg Kinerja ( Reviu)

Laporan Kinerja ( Reviu)

" |Capaian akdi koordinasi dan

supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan
komisi pemberantasan korupsi

_vmﬂmo_omm»: _um..mww SFE.n daerah

Pemeriksaan investigasi

Akuntabilitas Pengelolaan
Pendapatan Daerah

|Memberikan keyakinan secara terbaias atas laporan kinerja

|kerapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksnaan

la. perencanaan dan penanggaran anggaran pendapatan

&

F ® = sla b

ONEGE

|a.  Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari

Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan , dan
keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggarann
pemerintahan Daerah

Memberikan rmwn_ﬁ.gmn secara terbatas atas laporan kinerja
bahwa laporan kinerja telah menyajilan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas

bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas

akdi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang
dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi,
meliputi

dan belanja daerah

* pengadasan barang dan jasa
vnw.m.v.......ﬁmu qwm.—wmh? satu vEE
aparat pengawas wainm. Nmmﬁm%ﬂmr
manajemen aparatur sipil negara
optimalisasi pajak daerah
Manajemen aset daerah

tata kelola desa

Perencanaan Kebutuhan dan Penanggaran
Pengunaaan - -
Pemanfaatan
—umwgmmbmmsg dan ﬂ@Emem_B.mi
1u9m=nub,3§

Pelanggaran disiplin pegawai

penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi , penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi
yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak dan
retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

b, keparuhan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan

pendapatan pajuk dan retribusi daerah untuk helanja
~ o




11,

12.

13.

|- Tata Kelola Perizinan

Sistim Pengendalian Intern Pemerintah |
SPIP )

Kapabilitas APIP

Audit Investigasi atas aduan atau

Audit Pengelolaan Aset

Inspekrur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah |

Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV

Inspektur Pembantu Wilayah [ s/d [V

|Maturitas sistem pengendalian

Inspektur Pembantu Enhe.mr Is/dIV

! Laporan Kinerja ( Reviu)

internal pemerintah

Tmamz_ﬁm.: Eﬁpmu.n_ﬁa:&&wo

pemerintah level 3

Pemeriksaan investigasi

Pengelolaan va:.m milik daerah

|a Infrastruktur

._ﬁmvmvmbwa Aparat vurwm&mw intern

an e

¢ kesesuaian pembayaran insentil pemungut pajak
dengan ketentuan perundang - undangan; dan

|4 penagihan piutang

Memberikan kevakinan secara terbatas atas _.bﬁoﬁ.ws .E:Em
bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas

~ |Quality asurance kehandalan pelaksanaan sistem

pengendalian internal pemerintah dilingkungan pemerintah
daerah, vaitu :

d. _lingkungan pengendalian
b. penilaian risiko

e .rnmmmﬁllvn:annn—&mnb‘ ..

d. informasi dan ro.u:irmu..m uam_b
€. pemantauan pengendalian intern

Asistensi penerapan manajamen risiko indeks,
- Kepemimpinan
- w.ﬂ,...wnm..mm dan kebijakan manajamen
- sumber daya manusia R
- kemitraan -
- proses manajemen

! : Hasil

- EQ?&E.@@UEE risiko
- Outcomes

peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;

pengelolaaan sumber daya manusia

akuntabilitas dan manajemen kinerja
budaya dan hubungan organisasi
struktur tata kelola ‘
penanganan pengaduan yang terkait:

=
b.
c. praktik profesional
1d.
e,
f.

1 _unam_ﬂumc.ﬁmﬂa wewenang

grﬁmﬁ dalam pelayanan masyarakat ‘
indikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme ; dan /atau
pelanggaran d isiplin pegawai

Perencanaan Kebutuhan dan Penanggaran
Pengunaaan .
Pemanfaatan

, Pengamanan dan pemeliharaan

N




15,

=T

18,

19,

- 20.

21.

22,

|Audit Khusus dalam rangka Sertijab

Audit Probity
Audit Vaksinasi Covid 19

Audit Kinerja

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Negara (PKICN)

Audit pendahulauan atas aduan

[Audit PBY

Audit Ketantan PID

|Inspektur Pembantu Wilayah 1 s/d 1y

Inspektur Pembantu Wilayah 11
Inspektur Pembantu Wilayah 111

Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV

|inspektur Pembantu Wilayah 1 s/d IV

] Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV

o B

Inspektur Pembantu Wilayah I a/d IV

Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV

wumEQ...rummh wwfou\—._mm-!., i

Pemeriksaan investigasi

Pro bity audit

Pengelolaan Manajemen Kas dan
persediaan

Laporan Kinerja ( Reviu)

Perhitungan wnncx_.wm‘wacmammz‘
daerzh ( pemeriksaan dengan tujuan
tertentu

Akuntabilitas pengelolaan belanja
daerah

.vmﬁm.a_b_wg ra:gmub desa (
pemeriksaan )

la.  penyalahgunaan wewenang

. .Fw:m&s_smn persediann

1 vnlmbmmlmb pengaduan yang terkait:

|a.  akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai

¢.  Pemindahtanganan

.ﬁnﬁm._.ﬁm.:mu —unﬁwmm&;.mh yang terkait:

b. hambatan dalam pelayanan masyarakat

c. indikasj korupsi, kolusi dan Nepotisme ; dan Jatau

o, ﬂm_.gmmm..ﬁu Er...@:b wmmmﬂm.m.

._unu._mmnmms barang dan jasa yang memiliki nilai signifilan
dan strategis

Memberikan _mn.muﬂhg secara terbatas atas _m,uo-.mb E:amm
bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas

Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat
penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian
keuangan negara /daerah

a, penyalahgunaan wewenang

b. hambatan dalam pelayanan masyarakat
c. indikasi korupsi, kolusi dan Nepotisme : dan /atau
d. pelanggaran disiplin pegawai

dengan urusan yang telah menjadi kewenangannva

b. mo_..s.ﬂmm y ._B:E : - o

" -hibah dan bantuan sosial

- pengadaan m.mnmbm dan jasa

- perjalanan dinas . ,
efektifitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten
[kota

b.  pengelolaan keuangan dan aset desa

¢.  pengelolaan keuangan badan usaha milik desa




23,

24,

25.

26,

Evaluasi PMPRB

Evaluasi dana desa

Evaluasi Dana Bos di SMP

Evaluasi Penyerapan Anggaran

. Inspektur Pembantu S.H_mwm_a 1s/d IV

|Inspektur Pembantu Wilayah 1 s/d 1V

Inspektur Pembantu Wilayah 1V

Inspektur Pembantu Wilayah IV

| Pengelolaan keuangan desa (
pemeriksaan )

Pengelolaan E.mb&mnuos Kas dan
persediaan

daerah

penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi

birokrasi

It

a,

®melaln e

Akuntabilitas vnmmm_eﬁms belanja

[b.

Asistensi pembangunan reformasi

a.

a,

a
b,

c.

konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan
belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa

kualitas belanja desa

Ppengadaan barang dan jasa didesa dan

pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan
capaian keluaran desa

efektifitas Hu.o:mmhawn: rmzmbwmn desa daerah kabupaten
/kota

.ﬁ._mnm&ommms‘#nngwmu dan aset desa

pengelolaan keuangan badan usaha milik desa

‘ belanja desa dengan _.mnnm%m kerja .wen..n_..m.m.:.w: desa

leualitas ._un_m.._._.ﬂ‘m desa B ‘
pengadaan barang dan jasa didesa dan
capaian keluaran desa

administrasi pencatatan kas di Bendahara bantuan
aperasional Bos

 akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai

dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya
korupsi , yaitu: . o
-hibah dan bantuan sosial

- Vnn.mmam.ml barang dan jasa

- _uaam._mbma dinas -

meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandisi
pelaksanazan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan
pelaksanaan reformasi birokrasi

. ?:&Ertwimw kepada perangkat daerah dalam émnmmmm@hu ]
sub area penguatan pengawasan, meliputi :

sistem pengendalian Intern pemerintah
Pengelolaan Whistle blowing system ( WBS)
Kapabilitas Aparat Pengawas intern pemerintah
penilaian internal zonaintegritas

penanganan benturan kepentingan dan

penanganan laporan pengaduan
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29

30.

31

Evaluasi SAKIB

Evaluasi Kas OPD

Evaluasi Dana janiman kesehatan
nasional [ JKN)

Evaluasi HPS

Evaluasi RDP/RPJMD

Inspektur Pembantu Wilayah 11

Inspektur Pembantu Wilayah 1 s/d IV

~ |Inspektur Pembantu Wilayah [ s/d IV

Inspektur Pembantu Wilayah 1

.Hﬂmﬁarn:_. Pembantu Wilayah IV

Laporan Kinerja [ Reviu)

Pengelolaan Manajemen Kas dan

persediaan

Vnmw.m_o._wmm Embh.wn\amz Kas dan
persediaan

Laporan Kinerja ( Reviu)

mena.mma akhir rencana kerja
pemerintah daerah

Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja
bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas

sistem 1@:%&%&? intern w.‘msm handal dalam rangka
realisasi anggaran pendapatan dan vnumzs.ﬂw.mm_mnmr

. vmbun._o_m...s n_.nvow_.no.

sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka
realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Memberikan keyakinan secara terbatas mp.mmrmvonwr kinerja
bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja
yang andal, akurat dan berkualitas

pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana
kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah

..r!..lkl...!;..-il#ull'l n.rl..l._ilsl!lvl‘.....:l]_n.ll | PN, (SRR, I

pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada
rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dan ;
pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja
dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam

B - £ — = - ——— - - - bt e e BB S it s Vs i PP APV, P ea K

33. |Opname Persediaan Obat Inspektur Pembantu Wilavah [ s/d IV Pengelolaan Manajemen Kas dan Pengelolaan persediaan
persediaan

34, |Monitoring dan Evalusi Tindalk lanjut hasil |Tim Tindak EE.E._ dari Sub Bagian Tindak lanjut perjanjian kerjasama |a. penanganan pengaduan masyarakat yvang berindikasi

pemeriksaan BPK RI dan APIP Evaluasi Pelaporan dan APIP aparat pengawas infern pemerintah korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama
dan aparat penegak hukum dalam antara aparat pengawas internal pemerintah dengan
penanganan laporan/ pengaduan aparat penegak hukum dan
masyarakal yang berindikasi korupsi
R T b.  perhitungan kerugian keuangan negara /daerah
35. [Pengawasan lainnya terdiri dari : Tim APIP dan Instansi terkait pendidikan profesional berkelanjutan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan /bimbingan teknis

- Sosialisasi
- Bimbingan Teknis
- Pendampingan /konsumsi

minimal 120 ( seratus dua puluh |
jam per tahun

a
b,
e,
d
e

dengan rema :

audit kinerja

perencanaan dan pengawasan berbasis risiko
penerapan manajemen risiko .
pemeriksaan pengelolaan keuangan Desa

teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan
rencana keuangan daerah

audit investigasi




pemeriksaan penerapan siandart pelayanan minimal
pemeriksaan dana alokasi khusus

dan

pendidikan sertifikasi di _u_%:._m pengawasan lainnya

"—u =k ?‘F

PJ. BUPATI BAN y&Al KEPULAUAN,

BASIR




